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ABSTRAK 
 
 
Alvira Rahmayanti, Nomor Induk E051191024, Program studi Ilmu 
Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 
Hasanuddin, Skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam 
Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah”, dibawah bimbingan 
Bapak Dr. A. M. Rusli, M.Si selaku Pembimbing Utama dan Bapak 
Rahmatullah, S.IP, M.Si, selaku Pembimbing Kedua. 
 
Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM di Kota Palopo. Kegiatan 
UMKM mencakup hampir semua lapangan usaha sehingga keberadaan 
UMKM menjadi sangat penting terutama bagi peningkatan pendapatan bagi 
kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui Bagaimana Pemerintah menjalankan perannya sebagai 
fasilitator, sebagai regulator, dan sebagai katalisator pada 8 indikator yang 
disebutkan dalam Perda Kota Palopo khususnya dalam pengembangan 
UMKM di Kota Palopo. 
 
Adapun Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menjelaskan 
kejadian yang sebenarnya terjadi di lapangan selama penelitian ini 
dilakukan. Dalam penelitian ini terdapat 9 orang informan yang terdiri dari 
kepala dinas koperasi, dan UKM, 1 orang kepala bidang UMKM, 1 orang 
staf Dinas Koperasi dan UKM Kota Palopo dan beberapa pelaku usaha 
UMKM. Pengambilan data ini dilakukan dengan melakukan observasi 
lapangan secara lansung, wawancara serta dokumentasi saat bersama 
informan. 
 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam 
memberdayakan UMKM yang dilakukan oleh Dinas koperasi, dan UKM dan 
Kota Palopo dalam menjalankan perannya sebagai Fasilitator, Regulator, 
serta sebagai Katalisator telah memberikan pengaruh besar dalam 
melakukan pemberdayaan yang diberikan agar dapat membantu pelaku 
UMKM untuk mempertahankan dan meningkatkan usahanya dengan 
adanya akses pembiayaan dan permodalan, promosi ,pembinaan, 
pelatihan pendampingan, dan penumbuhan iklim usaha dengan melihat 
kondisi UMKM khususnya usaha jenis mikro yang sudah tumbuh dengan 
padat di berbagai wilayah yang ada di Kota Palopo 
 
 
 
 
Kata Kunci: Peran, Pemerintah, Pemberdayaan, Pengembangan UMKM. 
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ABSTRACT 
 

 
Alvira Rahmayanti, Identification Number E051191024, Government 
Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, 
Hasanuddin University, Thesis entitled "The Role of Local Government in 
Empowering Micro, Small and Medium Enterprises", under the guidance 
of Dr. A. M. Rusli, M.Si as the Main Advisor and Mr. Rahmatullah, S.IP, 
M.Si, as the Second Advisor. 
 
The Government's Role in Empowering UMKMs in Palopo City. UMKM 
activities cover almost all business fields so that the existence of UMKM is 
very important, especially for increasing income for low-income groups of 
people. This study aims to find out how the Government carries out its role 
as a facilitator, as a regulator, and as a catalyst on the 8 indicators 
mentioned in the Regional Regulations of the City of Palopo, especially in 
the development of UMKMs in the City of Palopo. 
 
The type of this research is qualitative research by explaining events that 
actually occurred in the field during this research. In this study there were 9 
informants consisting of heads of cooperatives and SMEs, 1 head of the 
UMKM sector, 1 staff of the Cooperatives and UKM Office of Palopo City 
and several UMKM business actors. Data collection was carried out by 
direct field observations, interviews and documentation with informants. 
 
The results of this study indicate that the government's role in empowering 
UMKMs is carried out by the Office of Cooperatives and UKM and The City 
of Palopo in carrying out its role as a Facilitator, Regulator, and as a Catalyst 
has had a major influence in carrying out the empowerment given so that it 
can help UMKM actors to maintain and improve their business by providing 
access to financing and capital, promotion, coaching, mentoring training, 
and growing the business climate. by looking at the condition of UMKMs, 
especially micro-type businesses that have grown densely in various areas 
in Palopo City 

 
 
 
 

Keywords: Role, Government, Empowerment, UMKM Development. 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 
 

Pada negara berkembang salah satu yang menjadi prioritas 

utama dalam melaksanakan kegiatan negaranya adalah 

pembangunan nasional, begitu halnya dengan bangsa Indonesia. 

Salah satu hal yang diperhatikan dalam pembangunan nasional di 

Indonesia adalah di bidang ekonomi. Pada era otonomi daerah saat 

ini, mewujudkan pembangunan nasional pada bidang ekonomi tidak 

hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga 

pemerintah daerah. 

Peranan UKM di Indonesia yang dikaitkan oleh pemerintah 

hendaknya harus dapat mengurangi tingkat pengangguran yang 

semakin bertambah dari tiap tahun, menanggulangi kemiskinan 

dengan membantu masyarakat yang kurang mampu dan 

pemerataan pendapat yang dapat memperbaiki kehidupan 

masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam keuangan 

khususnya. (Basir 2015) 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau disingkat UMKM 

adalah usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan merujuk pada 

usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan 

usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang 

No. 20 tahun 2008 yang diperbaharui pada UU No. 11 tahun 2020. 
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Keberadaan UMKM tidak dapat dihapuskan atau pun 

dihindarkan dari lingkungan masyarakat saat ini. Sebab 

keberadaannya sangat bermanfaat dalam hal peningkatan 

pendapatan masyarakat. Selain itu juga mampu menciptakan 

kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan 

mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat. 

Disisi lain, UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang 

besar mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar sehingga 

hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran. Dari sinilah terlihat 

bahwa keberadaan UMKM yang bersifat padat karya, menggunakan 

teknologi yang sederhana dan mudah dipahami mampu menjadi 

sebuah wadah bagi masyarakat untuk bekerja. 

Melihat kejadian Indonesia pada masa krisis, tidak berlebihan 

untuk fokus pada pengembangan UMKM swasta, dan sektor usaha 

ini sering diabaikan karena outputnya kecil dan tidak mampu 

bersaing dengan bisnis lain. Karakteristik umum UMKM adalah 

usaha yang mandiri, swasembada dana, wilayah pemasaran yang 

terlokalisir, aset perusahaan kecil, dan jumlah pegawai yang 

terbatas. Prinsip-prinsip pelaksanaan UMKM adalah kesatuan, 

ekonomi kerakyatan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, 

keberlanjutan, efisiensi peradilan dan kesatuan ekonomi nasional. 

(Nikmatuzaroh 2019) 

UMKM merupakan usaha yang bersifat padat karya, tidak 
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membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, 

keahlian (keterampilan) pekerja, dan penggunaan modal usaha 

relatif sedikit serta teknologi yang digunakan cenderung sederhana. 

UMKM masih memegang peranan penting dalam perbaikan 

perekonomian Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha, segi 

penciptaan lapangan kerja, maupun dari segi pertumbuhan ekonomi 

nasional yang diukur dengan Produk Domestik Bruto. 

Menurut Urata 2010, Usaha mikro kecil dan menengah 

(UMKM) memainkan beberapa peranan penting perkonomian 

indonesia yaitu : 

a. UMKM pemain utama dalam kegiatan ekonomi di indonesia 

b. Penyediaan kesempatan kerja 

c. Pemain penting dalam pengembangan ekonomi lokal 

dan pengembanagan masyarakat 

d. Pencipta pasar dan inovasi melalui fleksibilitas dan 

sensitivitasnya serta keterkaitan dinamis antar kegiatan 

perusahaan 

e. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekspor nonmigas 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palopo terus 

tumbuh secara pesat dan signifikan. 
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Perkembangan UMKM menurut data BPS (2020) dapat dilihat 

pada table 1.1 dibawah ini : 

 

NO Kecamatan Unit 
Tenaga Kerja 

Modal 
Laki Laki Perempuan 

1 Wara 1.987 1.964 2.030 10.449.855.000 

2 Wara Timur 484 339 450 8.201.211.110 

3 Wara Utara 750 847 926 1.593.050.000 

4 Wara Barat 341 116 154 1.655.060.000 

5 Wara 

Selatan 

160 116 110 1.184.500.000 

6 Telluwanua 336 108 128 885.200.000 

7 Bara 403 140 172 2.515.100.000 

8 Sendana 135 76 82 298.500.000 

9 Mungkajang 180 70 87 478.750.000 

Total 4.776 7.965 27.261.226.110 

 

Data Tabel 1.1 tersebut, tercatat sebagai jumlah pelaku 

UMKM pada sembilan Kecamatan di Kota Palopo sangat signifikan. 

Dengan serapan tenaga kerja mencapai 7.965 orang. Menurut data 

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo, wilayah Kecamatan Wara 

Timur menjadi penyumbang terbesar ke tiga UMKM di Kota Palopo 

sekitar 10 persen dari jumlah unit UMKM yang ada. Selain letak 

geografis Kecamatan Wara Timur yang sangat strategis yaitu 

berada dipusat kota dengan lokasi keramaiaan yang mendukung, 

menjadikan Kecamatan Wara Timur menjadikan sektor sasaran 

Sumber (Data Diolah 2020) Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo 

Tabel 1.1 Laporan Data UMKM Kota Palopo Per-31 Januari 2020 
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pelaku UMKM khususnya di sektor usaha jajanan kuliner. Salah 

satu tempat keramaiaan yang ada di Kecamatan WaraTimur yang 

cukup terkenal ramai setiap harinya dan maraknya pembeli 

sekarang adalah jajanan kuliner, yang ada di Pelabuhan Tanjung 

Ringgit Kota Palopo. 

Secara ekonomi sebanyak 7.965 usaha mikro kecil yang eksis 

di kota Palopo sepanjang tahun 2020. Secara nasional jumlah 

UMKM yang tercatat mencapai 4.776 unit usaha atau sekitar 50 

persen dari total usaha yang ada di Palopo. Selain menjadi 

penggerak ekonomi nasional, UMKM juga efektif menyerap tenaga 

kerja dengan serapan mencapai 97,22 persen. sehingga 

mengurangi jumlah angka pengangguran. 

Hasil dari SUSENAS Maret 2021 menunjukkan garis 

kemiskinan Kota Palopo berada pada angka Rp 362.859 dengan 

persentase penduduk miskin sebesar 7,85 persen. Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) Kota Palopo tahun 2021 sebesar 

78,06 dengan pertumbuhan 0,10 persen. Kota Palopo menempati 

ranking kedua se- Sulawesi Selatan, berikut Jumlah kemiskinan 

Kota Palopo dalam rentan waktu 5 tahun terakhir. 

Sepanjang 5 tahun terakhir, persentase penduduk miskin 

menunjukkan tren fluktuasi, Persentase penduduk miskin Maret 

2016- Maret 2017 menunjukkan kenaikan 0,04 persen. Selanjutnya 

periode Maret 2017- Maret 2019 persentase penduduk miskin turun 
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hingga 7,82 persen. Kemudian tren meningkat kembali ditunjukkan 

pada Maret 2020, persentase penduduk miskin tercatat sebanyak 

14,71.  

Sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang 

baik, kota palopo juga menjadi kota tujuan dari para pencari kerja 

yang berasal dari daerah sekitarnya sehingga menyebabkan 

lapanga kerja yang tersedia kota palopo tidak optimal dalam 

menyerap tenaga kerja yang ada yang pada akhirnya menimbulkan 

pengangguran di kota palopo. Pada tahun 2019 tingkat 

pengangguran di kota palopo sebesar 9,67% mengalami 

peningkatan sebesar 0,71% menjadi 10,37% pada tahun 2020. 

Meningkatnya tingkat pengangguran di kota palopo menunjukkan 

bahwa tingkat penyerapan tenaga kerja di kota palopo masih 

menjadi maslah yang harus menjadi perhatian pemerintah. Salah 

satu upaya dalam mengatasi masalah pengangguran di Kota 

Palopo adalah dengan meningkatkan peran masyarakat untuk 

terlibat dalam bidang usaha ekonomi kreatif. Salah satu keseriusan 

pemerintah yang ditunjukkan dengan adanya berbagai macam 

program pemberdayaan melalui Usaha Kecil Menengah (UKM) 

yaitu usaha yang sinergi antara pemerintah dengan pihak-pihak lain 

sangat dibutuhkan untuk efektivitas program pemberdayaan. 

Dalam hal ini, UMKM adalah salah satu pendobrak perekonomian 

di Kota Palopo khususnya pedagang kecil untuk membantu 
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perekonomian keluarga. Di samping itu keberadaan UKM 

merupakan salah satu faktor penting dalam penyerapan tenaga 

kerja di Kota Palopo. 

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 

memaksa semua lini kegiatan masyarakat dilaksanakan di rumah, 

mulai dari sekolah, ibadah hingga bekerja untuk memperoleh 

penghasilan. Dikarenakan terbatasnya ruang gerak memaksa 

sektor usaha dan jasa mengurangi kegiatan produksi untuk 

mengurangi kerugian semakin besar, hingga pada akhirnya tidak 

sedikit pekerja yang dirumahkan bahkan diberhentikan dari 

pekerjaannya dan memicu peningkatan jumlah penduduk miskin di 

Tahun 2020. (BPS Kota Palopo, 2021). 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat penduduk miskin di 

Kota Palopo pada tahun 2016 8,74% dan jumlah pengangguran 

terbuka 14,54% dari 176.910 jiwa penduduk kota palopo, kemudian 

Tahun Jumlah penduduk 

miskin (%) 

Jumlah 

pengangguran 

terbuka (%) 

Jumlah Pendud uk 

(Jiwa) 

2016 8,74 14,54 176.910 

2017 8,78 10,96 172.920 

2018 7.94 11,60 180.680 

2019 7,82 10,32 184.600 

2020 7,85 10,37 184.681 

Tabel 1.2 Jumlah  Penduduk Pengangguran dan Masyarakat Miskin 2016-2020 

Sumber, BPS Kota Palopo 2021 
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tahun 2017 penduduk miskin naik 0,04% jadi 8,78% dan jumlah 

pengangguran terbuka mengalami penurunan 3,58% menjadi 

10,96% sedangkan jumlah penduduknya juga mengalami 

penurunan 172.920 jiwa, di tahun 2018 penduduk miskin 

mengalami penurunan 0,84% menjadi 7.94%, lalu jumlah 

pengangguran terbuka mengalami kenaikan 0,64% menjadi 11,60 

dan jumlah penduduk juga naik jadi 180.680 jiwa, tahun 2019 

penduduk miskin 7,82% turun 0,12% dari jumlah penduduk miskin 

tahun 2018, sedangkan jumlah pengangguran terbuka 10,32% 

turun 1,28% dari tahun 2018. Dan jumlah penduduk kota Palopo 

naik 184.600 jiwa, ditahun 2020 presentae penduduk miskin 

mengalami kenaikan 0,03% jadi 7.85%, dan jumlah pengangguran 

terbuka juga mengalami kenaikan 0,05 menjadi 10.37% ditahun 

2020, disaat yang sama jumlah penduduk Kota Palopo sedikit 

mengalami kenaikan jadi 184.681 jiwa. (Mayasari 2019) 

Dalam pengembangan UMKM, langkah ini tidak hanya 

semata-mata merupakan langkah yang harus diambil oleh 

Pemerintah Kota Palopo dan juga hanya menjadi tanggung jawab 

Pemerintah namun dari pihak UMKM itu sendiri sebagai pihak 

utama yang dikembangkan, dapat mengayunkan langkah bersama-

sama dengan Pemerintah. Sebab potensi yang mereka miliki 

mampu menciptakan kreatifitas usaha dengan memanfaatkan 

seluruh fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. 
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Di Kota Palopo UMKM menjadi sektor yang meningkatkan 

perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Khususnya UMKM 

yang berada di lapangan Pancasila Kota Palopo karena memiliki 

potensi sebagai pendobrak perekonomian di Palopo khususnya 

pedagang kecil dalam membantu perekonomian keluarga. 

Mengingat banyaknya pengangguran dan tidak semua orang 

memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi untuk memperoleh 

pekerjaan, maka keberadaan UKM di Kota Palopo ini memberikan 

peluang yang besar untuk penyerapan tenaga kerja bagi 

masyarakat yang tidak memiliki pendidikan tinggi atau masyarakat 

kecil dan  menengah. 

Namun, keberadaan dari UMKM ini bukan berarti tanpa 

masalah. Menurut data yang dihimpun oleh Bidang Usaha Kecil 

Menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Palopo, 

permasalahan UKM berkaitan dengan permodalan, kesulitan dalam 

pemasaran, persaingan usaha yang ketat, kesulitan bahan baku, 

kurang teknis produksi keahlian, kurang keterampilan manajerial 

usaha dan kualitas sumber daya manusia pengelolanya. Hal 

tersebut dikarenakan terbatasnya pengetahuan yang dimiliki 

UMKM yang dapat dilihat dari motivasi pribadi pelaku UMKM itu 

sendiri dalam melakukan kreatifitas untuk mengembangkan usaha 

mereka dan menemukan solusi dalam menjawab berbagai 

tantangan dan permasalahan yang ada saat ini.(Mayasari 2019) 
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Melihat permasalahan yang dihadapi UMKM tersebut, 

dibutuhkan peran dari pemerintah daerah yaitu Dinas Koperasi dan 

UKM Kota Palopo yang berkewajiban untuk turut serta 

menyelesaikan permasalahan tersebut melalui pemberdayaan 

UKM. Terkait dengan hal ini pemerintah Kota Palopo perlu memberi 

pembinaan, pembimbingan dan pendampingan, pelatihan, 

permodalan/pendanaan dan informasi yang cukup kepada para 

pelaku usaha dalam mengelola dan mengembangkan usaha agar 

usahanya lebih dinamis. Dalam melakukan penguatan pada 

struktur perekonomian nasional perlu melakukan pemberdayaan 

pada UMKM yang strategis dan mengantisipasi masalah yang ada 

untuk menguatkan ekonomi kedepannya. 

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan di atas peneliti 

tertarik untuk meneliti tentang “Peran Pemerintah Daerah dalam 

Pemberdayaan Pelaku UMKM di Kota Palopo.” 

1.2. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Bagaimana Pelaksanaan Pemberdayaan Pelaku UMKM di Kota 

Palopo? 

2) Apa sajakah Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan 

Pelaku UMKM di Kota Palopo? 

 



11 
 

1.3. Tujuan Penelitian 
 

1) Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pemberdayaan Pelaku UMKM di 

Kota Palopo. 

2) Untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Pemberdayaan Pelaku UMKM di Kota Palopo. 

1.4. Manfaat Penelitian 
 

Adapun manfaat dari penelitian tersebut sebagai berikut : 

1) Manfaat Akademis 

Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil 

penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan 

ilmu pemerintahan. 

2) Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang diharapkan bahwa seluruh tahapan 

penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat 

memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan 

empirik mengenai penerapan fungsi ilmu pemerintahan yang 

diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan. 

3) Manfaat Praktis 

Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, 

penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai 

kontribusi untuk meningkatkan kinerja aparat Pemerintah 

khusunya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo. 
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4) Manfaat Pemerintah 

Dengan penelitian ini dapat menjadi tolak ukur bagi pemerintah 

khususnya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo dalam 

meningkatkan kinerja mereka untuk mengangkat kepedulian 

masyarakat akan pentingnya menjaga potensi yang ada. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1. Peran, Tugas, dan Fungsi Pemerintah Daerah 
 

2.1.1. Konsep Pemerintah Daerah 

Pembagian kekuasaan secara vertikal di negara kesatuan 

membawa konsekuensi hadirnya lingkungan pemerintahan pusat 

(central government) dan lingkungan pemerintahan daerah (local 

government). Pembetukan pemerintah daerah sesuai dengan 

amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari 

berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang- 

undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. 

Peraturan perundang-undangan tersebut meliputi Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-undang 

Nomor 18 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, 

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 

32 Tahun 2004, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014. 

Aristoteles mengklasifikasikan pemerintahan menurut 

lokus kedaulatan (sovereignity) yakni pada dasar siapa yang 

mempuanyai kewenanga tertinggi dalam membuat keputusan 

dalam sistem politik atau masyarakat. Klasifikasi kasar 

menyatakan bahwa pemerintahan bisa dipegang oleh satu orang, 

beberapa orang, dan banyak orang. Aristoteles mengatakan 
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bahwa pemerintahan yang demokratis adalah suatu bentuk 

pemerintahan yang benar dan dinamakan polity bukan 

pemerintahan oligarki yang hanya dijalankan oleh beberapa 

orang. 

Secara teoritis, keberadaan pemerintahan daerah dapat 

ditinjau dari berbahai bidang ilmu. Dalam ilmu politik, keberadaan 

pemerintah daerah merupakan pencerminan pembagian 

kekuasaan berdasarkan kewilayahan. Dalam ilmu ekonomi, 

keberadaan pemerintah daerah mencerminkan adanya upaya 

peningkatan kesjahteraan individu melalui kesempatan pilihan 

publik karena bertambahnya permintaan dan penawaran. Dalam 

ilmu administrasi, pemerintahan daerah mencerminkan adanya 

upaya untuk mencapai tujuan organisasi melalui pembagian kerja 

berdasarkan area atau lokasi karena bisa menyerap aspirasi dan 

kebutuhan yang beragam di setiap lokasi yang berbeda. 

(Munawaroh 2019) 

Hal-hal wajib dari pemerintah daerah termasuk layanan 

yang terkait dengan hak untuk menanggapi kebutuhan, untuk 

memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban, dan untuk 

meningkatkan standar hidup masyarakat, yang harus 

memungkinkan tujuan pemerintahan mandiri daerah: langsung 

dari komunitas dapat dijangkau dan dialami. 
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2.1.2. Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah 

Pemerintah daerah sebagai penyelenggara urusan 

pemerintahan di daerah memiliki tugas sebagaimana dijelaskan 

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu :  

1) Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan 

bersama DPRD; 

2) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; 

3) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD 

dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk 

dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan 

RKPD; 

4) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, 

rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan 

Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

kepada DPRD untuk dibahas bersama; 

5) Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan 

dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang -Undangan; 

6) Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan  

7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai 

perangkat daerah yang menjalankan, mengatur dan 

menyelenggarakan roda pemerintahan. Menurut Undang-

Undang No. 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memiliki fungsi 

ialah : 

1) Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan; 

2) Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan 

pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan 

tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan 

umum dan daya saing daerah; dan 

3) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan 

pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan 

pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi 

wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan 

sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.(Munawaroh 

2019) 

2.1.3. Peran Pemerintah Daerah 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran berarti 

seperangkat tingkah laku yang diharapkan dapat dimiliki oleh 

orang yang berkedudukan dalam masyarakat, dan dalam kata 

jadinya (peranan) berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang 

dalam suatu peristiwa (Amba, 1998:23). 
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Selanjutnya Amba menyatakan bahwa peranan adalah 

suatu konsep yang dipakai sosiologi untuk mengetahui pola 

tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang 

tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi dan 

menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan peranan 

yang dilakukannya (Amba, 1998:23). 

Peran (role) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau 

status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan 

hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (Soekanto, 

2004:243). Hal demikian menunjukkan bahwa peran dikatakan 

telah dilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau 

status tertentu telah melaksanakan kewajiban- kewajibannya. 

Peran dapat dibagi dalam tiga cakupan, yaitu 

(Soekanto,2004:244): 

1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan 

posisi atautempat seseorang dalam masyarakat, peranan 

dalam arti merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang 

membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. 

2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan 

oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.  

3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang 

penting bagi struktur sosial masyarakat. 

Berdasarkan tiga cakupan tersebut, maka dapat dikatakan 
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bahwa peran dalam hal ini mencakup tiga aspek. Aspek tersebut 

yaitu penilaian dari perilaku seseorang yang berada di 

masyarakat terkait dengan posisi dan kedudukannya, konsep-

konsep yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sesuai 

dengan kedudukannya, serta aspek ketiga yaitu perilaku 

seseorang yang penting bagi struktur sosial 

masyarakat.(Munawaroh 2019) 

2.1.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran Pemerintah 

Indikator penilaian kinerja pemerintah dalam menjalankan 

perannya dapat dilihat dari efektivitas kebijakan yang 

dikeluarkan. Sementara faktor-faktor yang mempengaruhi 

implementasi kebijakan sangat dipengaruhi design kebijakan 

yang pada dasarnya lahir atau ditentukan oleh formulasi 

kebijakan itu sendiri. 

Adapun indikator faktor-faktor model tersebut adalah: 

1) Perilaku organisasi dan antar organisasi (Organizational and 

interorganizational behavior). Perilaku organisasi dan antar 

organisasi dimensinya adalah komitmen dan koordinasi antar 

organisasi. Komitmen adalah suatu perjanjian yang dibuat 

untuk melakukan sesuatu dan bertanggungjawab terhadap 

pemenuhan perjanjian tersebut. Sedangkan koordinasi 

adalah suatu proses untuk mensinergikan dan mengarahkan 

pada suatu aktivitas dalam pekerjaan antara pihak suatu 
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dengan pihak yang lainnya untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. 

2) Perilaku birokrasi level bawah (Street Level bureaucratic 

behavior). Perilaku birokrasi level bawah dimensinya adalah 

diskresi. Variabel selanjutnya menjadi faktor kunci dalam 

implementasi kebijakan adalah perilaku birokrasi level bawah. 

Hal ini dimaksudkan sebagai kemampuan untuk 

melaksanakan dan mejalankan program-program sebagai 

keputusan penting dengan menggunakan pengaruh yang 

lebih dominan diluar kewenangan formal. 

Perilaku kelompok sasaran (target grup behavior). Perilaku 

kelompok sasaran dimensinya adalah respon positif dan respon 

negatif. Respon positif yaitu yang mendukung dan antusias untuk 

berpartisipasi terhadap suatu program atau kebijakan yang 

diselenggarakan. Sedangkan respon negatif yaitu respon berupa 

kritikan terhadap suatu program atau kebijakan yang 

diselenggarakan.(Munawaroh 2019) 

2.2. Konsep Pemberdayaan 
 

2.2.1. Defenisi Pemberdayaan 

Secara etimologi pemberdayaan berasal dari kata “daya” 

yang yang berarti kekuatan, kemampuan untuk melakukan 

sesuatu atau bertindak, sedangkan pemberdayaan artinya 

proses, cara, dan nilai perbuatan memberdayakan (KBBI, 2005: 
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188). (Ningrum, Widiyanto, and Yuliyanti 2018) 

Menurut Permendagri No 7 tahun 2007, pemberdayaan 

adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan 

masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan 

kemandirian dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan 

bernegara (PERMENDAGRI, 2017: 7). 

Priyono dan Pranaka (1996: 88) menjelaskan bahwa 

proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. 

Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses 

memberikan atau mengalihkan sebagai kekuatan, kekuasaan 

atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih 

berdaya. Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut 

sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. 

Sedangkan kecenderungan kedua atau kecenderungan 

sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong 

atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau 

keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan 

hidupnya melalui proses dialog.(Lathifah 2019) 

Konsep pemberdayaan masyarakat menurut Pranaka dan 

Priyono (1996) dapat dilakukan dalam 3 (tiga) fase, yaitu fase 

inisial, fase partisipatoris, dan fase emansipatoris. Pada fase 

inisial, semua proses pemberdayaan berasal dari pemerintah, 

oleh pemerintah dan diperuntukan bagi masyarakat. Pada fase 
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ini masyarakat bersifat pasif, melaksanakan apa yang 

direncanakan pemerintah dan tetap tergantung kepada 

pemerintah. Pada fase partisipatoris, proses pemberdayaan 

berasal dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah 

bersama masyarakat, dan diperuntukan bagi masyarakat. Pada 

fase ini masyarakat sudah dilibatkan secara aktif dalam kegiatan 

pembangunan untuk menuju kemandirian. Kemudian ketika fase 

emansipatoris, proses pemberdayaan berasal dari masyarakat, 

oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan oleh 

pemerintah. Pada fase ini masyarakat sudah menemukan 

kekuatan dirinya, sehingga dapat melakukan kekuatan dirinya, 

sehingga dapat melakukan pembaharuan dalam 

mengaktualisasikan diri.(Said 2015) 

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan oleh para 

ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan 

merupakan suatu usaha untuk memberikan daya atau 

meningkatkan daya. Bisa diasumsikan tidak ada masyarakat 

yang sama sekali tidak mempunyai daya. Setiap masyarakat 

pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak 

menyadari bahwa daya tersebut belum dapat diketahui. 

Masyarakat kurang berdaya perlu dibimbing melewati 

serangkaian proses secara bertahap dalam pengelolaan sumber 

daya yang tersedia, baik sumber daya alam maupun sumber 
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daya manusia di lingkungan sekitarnya, agar masyarakat menjadi 

lebih mandiri dan mampu untuk mengelola potensi tersebut 

sehingga dapat mensejahterakan hidup masyarakat itu sendiri. 

2.2.2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat 

Berdasar UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program 

Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan 

Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dinyatakan bahwa 

“Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan 

keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan 

organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan 

dan perlindungan sosial masyarakat, peningkatan keswadayaan 

masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk 

meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik”.(Lathifah 

2019) 

Tujuan dasar pemberdayaan adalah keadilan sosial 

dengan memberikan ketentraman kepada masyarakat yang lebih 

besar serta persamaan politik dan sosial melalui upaya saling 

membantu dan belajar melalui pengembangan langkah-langkah 

kecil guna tercapainya tujuan yang lebih besar (Payne dalam 

Huraerah, 2011: 99). Sehingga pemberdayaan memiliki tujuan 

jangka pendek dan tujuan jangka panjang.(Lathifah 2019) 

2.2.3. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat 

Prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang 
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dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan 

melaksanakan kegiatan secara konsisten, oleh karena itu prinsip 

harus bersifat umum, dapat diterima secara umum dan diakui dan 

diyakini kebenarannya dari berbagai pengalaman dan kondisi 

yang beragam. 

Adapun menurut Najiati (2005) terdapat empat prinsip 

pemberdayaan masyarakat yaitu: 

1) Prinsip kesetaraan 

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses 

pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau 

kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga 

yang melaksanakan program-program pemberdayaan 

masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki. Dinamika yang 

dibangun adalah kesetaraan dengan mengembangkan 

mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta 

kelebihan dan kekurangan sehiingga terjadi proses saling 

belajar. 

2) Partisipasi 

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi 

kemandirian masyarakat adlah program sifatnya partisifatip, 

direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh 

masyarakat. Namun, untuk sampai ketingkat tersebut perlu 

waktu dan proses pendampingan yang melibatkan 
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pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap 

pemberdayaan masyarakat. 

3) Keswadayaan atau Kemandirian 

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan 

mengedepankan kemampuan masyarakat dari pada bantuan 

pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai 

objek yang tidak berkemampuan (the have not), melainkan 

sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (the have 

little). 

4) Berkelanjutan 

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk 

berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping 

lebih nominal dibanding masyarakat sendiri, tapi secara 

pelahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang 

bahkan akhirnya dihapus karena masyarakat sudah mampu 

mengelola kegiatanya sendiri. (Bahri, Mulbar, and Suliana 

2019) 

2.3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 
 

2.3.1 Pengertian UMKM 

Pengertian UMKM menurut Departemen Koperasi dan 

Usaha Kecil Menengah (UU No. 9 Tahun 1995), yang dimaksud 

dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI) adalah 

entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling 
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banyak Rp 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 

1.000.000.000,-. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) 

merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang 

memiliki kekayaan bersih antara Rp 200.000.000 s.d. 

Rp10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan. (Bahri, 

Mulbar, and Suliana 2019) 

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR 

NO.XVI/MPRRI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka 

Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu 

diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang 

mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk 

mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin karena 

keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke 

Undang- Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah 

sebagai berikut : Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui 

TAP MPR NO.XVI/MPRRI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam 

rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang 

mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk 

mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin karena 

keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke 
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Undang- Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah 

sebagai berikut : 

1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan 

dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria 

Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan 

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha 

Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha 

Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 

3)  Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau 

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha 

Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau 

hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang.  

4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan 

oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil 
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penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang 

meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha 

patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan 

ekonomi. 

5) Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha 

Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan 

ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia. 

Definisi lain mengenai UMKM juga dijelaskan oleh BPS 

(Badan Pusat Statistik), dimana BPS membagi jenis UMKM 

berdasarkan jumlah tenaga kerja. Menurut BPS, usaha kecil 

identik dengan industrikecil dan industri rumah tangga (IKRT). 

BPS mengklasifikasi industry berdasarkan jumlah pekerjaannya, 

yaitu (1) industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang; (2) 

industri kecil dengan pekerja 5- 19 orang; (3) industri menengah 

dengan pekerja 20-99 orang; (4) industri besar dengan pekerja 

100 orang atau lebih. 

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa definisi Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang 

perusahaan dimana usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih 

kurang dari Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan 
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memiliki hasil penjualan kurang dari Rp 300 juta. 

2.3.2 Karakteristik UMKM 

Menurut Tulus T.H (2009: 6-10) Tambunan dalam bukunya 

menjelaskan tentang karakteristik UMKM, yaitu sebagai berikut: 

1) Sebagian besar UMKM yang ada, tidak berbadan hukum. 

2) Lebih dari sepertiga pengusaha UMKM berusia diatas 45 

tahun dan hanya sekitar 5,25% pengusaha UMKM yang 

berumur yang berumur dibawah 25 tahun. 

3) Sebagian besar pengusaha UMKM mengungkapkan alasan 

kegiatan usaha yang dilakukan adalah latar belakang 

ekonomi. 

4) Banyak melibatkan anggota keluarga sebagai tenaga kerja.  

5) Tenaga kerja yang diperlukan oleh industri kecil tidak 

menuntut pendidikan formal yang tinggi.  

Partomo (2004: 13) Kriteria umum usaha kecil dan 

menengah dilihat dari ciri-cirinya pada dasarnya bisa dianggap 

sama, yaitu sebagai berikut : 

1) Struktur organisasi yang sangat sederhana 

2) Tanpa staf yang berlebihan 

3) Pembagian kerja yang “kendur” 

4) Memiliki hirarki manajerial yang pendek 

5) Aktivitas sedikit yang formal, dan sedikit menggunakan proses 

perencanaan 
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6) Kurang membedakan aset pribadi dan aset perusahaan  

Karakteristik UMKM menurut Sudarno (2011: 139) 

Pertama, tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang 

administrasi dan operasi. Kebanyakan industri kecil dikelola oleh 

perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola 

perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan 

kerabat dekatnya. Kedua, rendahnya akses industri kecil 

terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga mereka 

cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal 

sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, 

pedagang perantara, bahkan rentenir. Ketiga, sebagian besar 

usaha kecil ditandai dengan belum dipunyainya status badan 

hukum. (V. J. Caiozzo, F. Haddad, S. Lee, M. Baker et al. 2019) 

Dari berbagai karakteristik diatas dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik UMKM pada dasarnya memiliki tenaga kerja 

secukupnya dan tergolong dari keluarganya sendiri, sebagian 

besar tidak berbadan hukum, memiliki manajerial yang 

sederhana, pelaku usaha tidak memiliki pendidikan yang tinggi, 

menggunakan teknologi yang sesuai kebutuhan atau sederhana, 

menggunakan modal yang tergolong kecil dan berasal dari dana 

pribadi. 

2.3.3 Peranan UMKM di Indonesia 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia 
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memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional, 

terutama dalam kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto 

(PDB). Mengingat pentingnya peranan UMKM di bidang 

ekonomi, sosial dan politik, maka saat ini perkembangan UMKM 

diberi perhatian cukup besar di berbagai belahan dunia. 

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia 

tidak terlepas dari adanya salah satu peran sektor UMKM. 

Kehadiran sektor UMKM berdampak pada berkurangnya 

pengangguran dikarenakan penyerapan tenaga kerja yang tidak 

terserap di dunia kerja. Dengan adanya UMKM membuat 

pertumbuhan dan perkembangan dalam kesempatan mendapat 

kerja dan pendapatan naik. Adanya penyerapan tenaga kerja 

dengan jumlah banyak membantu usaha pemerintah dalam 

mengatasi kemiskinan dan pengangguran yang menjadikan 

UMKM mempunyai peran yang vital. (Nikmatuzaroh 2019) 

Peran yang dimiliki UMKM pada pembangunan 

perekonomian sangat penting, dikarenakan berperan pada 

kemajuan ekonomi serta dapat menyerap tenaga kerja, peran 

yang dimiliki oleh UMKM yaitu pemerataan dalam pembangunan. 

UKM memiliki peran yang starategis dalam penyerapan tenaga 

kerja dan sumber pendapatan daerah maupun masyarakat lokal. 

Salah satunya adalah Kota yang menempatkan Usaha Kecil 

Menengah (UKM) pada posisi yang strategis untuk meningkatkan 
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taraf hidup masyarakat. 

2.4. Pelaku Usaha 
 

2.4.1. Defenisi Pelaku Usaha 

Menurut pengertian Pasal 1 angka 3 PP Nomor 58 Tahun 

2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha adalah setiap orang 

perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan 

hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum 

negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun berama-sama 

melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam 

berbagai bidang ekonomi. 

Dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 PP Nomor 58 Tahun 

2001 tentang Pembinaan   dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Perlindungan Konsumen tersebut, pelaku usaha yang dimaksud 

adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, importir, 

pedagang, distributor, dan lain-lain. (Ahmadi Miru dan Sutarman 

Yodo 2008) 

2.4.2. Ciri-Ciri Pelaku Usaha 

Bentuk Pelaku Usaha menurut Pasal 1 butir 3 PP No.58 

Tahun 2001 : 

1) Orang perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan 

kegiatan usahanya secara seorang diri. 
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2) Badan usaha, yaitu kumpulan individu yang secara bersama-

sama melakukan   kegiatan   usaha.   Badan usaha 

dikelompokkan ke dalam dua kategori, antara lain : 

a) Badan hukum, adalah badan usaha yang sudah 

mendaftarkan dirinya di notaris untuk mendapatkan akta 

pendirian yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan 

HAM seperti Perseroan Terbatas (PT). 

b) Bukan badan hukum, adalah badan usaha yang 

mendaftarkan dirinnya di notaris yang hanya memiliki akta 

otentik dan tidak memiliki akta pendirian yang disahkan 

oleh Menteri Hukum dan HAM, seperti Firma. (Ahmadi 

Miru dan Sutarman Yodo 2008) 

2.4.3. Kerangka Konseptual 

Kerangka berpikir merupakan alur atau arah berpikir yang 

hendak disampaikan oleh peneliti terhadap pembaca. Oleh karena 

itu dalam kerangka penelitian ini peneliti berupaya untuk 

menggambarkan pelaksanaan dalam pemberdayaan UMKM dan 

faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Adapun kerangka 

pikirnya adalah sebagai berikut : 
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Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 
Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Koperasi 

dan Usaha Mikro Kecil Menengah 

Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi 

Pemberdayaan UMKM : 
1. Inisial 
2. Partisipatoris 
3. Emansipatoris 

Pelaksanaan Pemberdayaan Pelaku 
UMKM di Kota Palopo 

Pemberdayaan Terhadap UMKM 
Dilakukan Dalam Bentuk Memfasilitasi : 
a. Permodalan 
b. Promosi dan Pemasaran 
c. Kemitraan 
d. Pendampingan Pengelolaan Usaha 
e. Dukungan Kemudakan Memperoleh 

Bahan Baku dan Fasilitas Pendukung 
dalam Proses Produksi 

f. Pelatihan 
g. Pameran Perdagangan  
h. Perolehan Perizinan, Standarisasi, dan 

Sertifikasi 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

Peran Pemerintah Daerah Dalam 

Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah di Kota Palopo. 


